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ABSTRAK

Adanya ketidakseimbangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasinya akan selalu menjadi
perhatian yang mendalam, hingga harus dicari solusinya. Salah satu solusi yang sedang dilakukan
oleh pemerintah saat ini adalah penggabungan NIK menjadi NPWP. Penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis potensi Single Indentity Number (SIN) sebagai salah satu perluasan basis pajak dalam
meningkatkan efisiensi penerimaan pajak. Menggunakan pendekatan Literature Review, artikel ini
berupaya mengidentifikasi potensi sistem Single Indentity Number (SIN) dalam meningkatkan
penerimaan pajak. Penelitian ini merupakan sintesis dari penelitian terdahulu yang akan mendeteksi
potensi besar perluasan basis pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui sistem Single
Indentity Number (SIN). Penelitian ini diharapkan akan mendukung keberlanjutan fiskal, efisiensi
penggunaan sumberdaya, maksimalisasi penerimaan pajak untuk pembangunan yang secara tidak
langsung berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan dengan
adanya SIN maka pemerintah akan mudah mengakses informasi yang relevan dalam pengenaan
pajak; SIN dapat digunakan untuk memonitor kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi kecurangan,
serta pengawasan pajak; SIN juga akan mendorong peningkatan penerimaan pajak sejalan dengan
bertambahnya basis data pajak yang lebih akurat dan berkesinambungan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa dengan dilaksanakan sistem Single Indentity Number (SIN) maka akan
memutakhirkan basis data pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak dengan catatan
pengamanan data dan privasi wajib pajak harus lebih diperketat.

Kata Kunci: Efisiensi; basis data pajak; NIK-NPWP; nomor indentitas tunggal; penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Kesuksesan kebijakan perpajakan seringkali melibatkan kombinasi beberapa instrumen
perpajakan, seperti peningkatan tarif PPN dan pengurangan tarif PPh atau sebaliknya, serta
perluasan basis pajak (Akitoby et al., 2018). Kondisi penerimaan pajak yang tidak maksimal bukan
hanya melanda Indonesia tetapi negara lainnya misalnya Serbia dimana diperlukan reformasi yang
menyeluruh pada administrasi pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan dan moral pajak dalam
mendongkrak penerimaan pajak (Randelovi¢, 2016). Namun negara-negara seperti Kamboja,
Georgia, Guyana, Liberia, dan Ukraina pernah berhasil meningkatkan penerimaan pajaknya secara
signifikan dengan mengatur tujuh strategi yaitu reformasi sistem perpajakan; dukungan politik dari
semua pihak; penyederhanaan sistem perpajakan serta keringanan pajak; penerapan reformasi
administrasi yang komprehensif; meningkatkan penggunaan terknologi; menigkatkan program
audit dan verifikasi pajak; dan juga kompensasi bagi pihak yang dirugikan dengan adanya
reformasi perpajakan tersebut (Akitoby, 2018).
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Di Indonesia sendiri tingkat kepatuhan pajaknya masih sangat rendah, apabila
dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini menyebabkan anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN) defisit setiap tahunnya. Ketidakoptimalan penerimaan perpajakan menurut
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah terjadi sejak tahun 1983 pada saat Indonesia mulai
menganut kebijakan selft assesment. Kebijakan tersebut diadopsi karena keberhasilan Amerika
serikat dalam pelaksanaannya. Namun, Implementasi tersebut tidak berjalan sempurna di Indonesia
karena data base pajak di Indonesia masih lemah dan juga otoritas pajak yang terbatas (Mauleny
etal., 2021).

Penelitian-penelitian yang mencoba membahas tentang upaya optimalisasi pajak di
Indonesia sudah cukup banyak diantaranya (Arnold, 2012; Gunadi, 2022; Tambunan, 2020) yang
menyarankan peningkatan penerimaan pajak paling baik dicapai melalui perluasan basis pajak dan
perbaikan administrasi perpajakan. Untuk itu perlu adanya reformasi pajak (Monalika, 2020; Putri
& Najicha, 2021; Susanto, 2022). Pengembangan basis pajak pernah dilakukan pemerintah melalui
tax amnesty, dimana penerimaan pajak pada saat itu meningkat, namun hal itu hanya bersifat jangka
pendek. Disisi lain, nilai positifnya adalah basis pajak bertambah (Hasanah et al., 2021; Robbany
& Ekowati, 2022; Tjan et al., 2023).

Salah satu cara yang akan ditempuh pemerintah dalam meningkatkan basis pajak adalah
integrasi NIK-NPWP (Sopiah, 2023). Dengan adanya integrasi ini maka diharapkan basis pajak
akan semakin meningkat, selain itu dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pemenuhan
hak dan kewajibannya (Arief, 2021). Penelitian tentang single indentity number pernah diteliti oleh
(Soemartono et al., 2023) yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah-masalah
yang muncul dalam implementasi Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP yang sedang berlangsung
di Indonesia. Selain itu peneliti lainnya membahas tentang analisis manfaat dan biaya, serta
kesiapan pemerintah dan pihak terkait dalam penerapan Single Identity Number (SIN) di Indonesia
(Alamsyah & Saragih, 2023).

Penerapan pemungutan pajak tidak dapat dilakukan semena-mena, pemungutan pajak
harus berdasarkan teori keadilan pajak (Smith, 1962) yang dikenal sebagai Smith’s Canons, teori
ini menekankan prinsip equality yaitu pajak haruslah adil, artinya pajak yang dikenakan kepada
Waijib Pajak haruslah sebanding dengan kemampuan si wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini
dikuatkan juga dengan pernyataan yang sama oleh (Langen, 1954; Leon, 1988). Untuk itu
pemberlakuan Single Identity Number (SIN) atau penggabungan NIK-NPWP haruslah mengacu
kepada teori tersebut.

Penelitian tentang NIK-NPWP pada tahun 2021 sudah mulai dikaji, Topik ini sedang
hangat dibahas karena akan memasuki fase-fase implementasi yang akan diberlakukan bertahap
mulai tahun 2024 dan berlaku nasional juli 2024. Topik ini penting untuk dibahas karena miliki
kepentingan strategis dan berdampak besar pada administrasi perpajakan kedepannya. Adapun
perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada analisis potensi
Single Indentity Number (SIN) sebagai salah satu perluasan basis pajak dalam meningkatkan
efisiensi penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memfokuskan
pada tantangan, kesulitan, pemahaman tentang praktik pajak, efisiensi serta kemudahan sistem
(Alamsyah & Saragih, 2023; Pabeta et al., 2023; Poernomo et al., 2021; Wasesa et al., 2023)

Kontribusi penelitian ini diharapkan akan mendukung keberlanjutan fiskal, efisiensi
penggunaan sumberdaya, maksimalisasi penerimaan pajak untuk pembangunan yang secara tidak
langsung berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bukan hanya sekedar
memberikan wawasan dan pemahaman tentang peralihan NIK-NPWP menjadi Single Indentity
Number (SIN) namun, memberikan dasar konkrit untuk perbaikan kebijakan dan administrasi
perpajakan Indonesia kearah yang lebih baik.
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STUDI LITERATUR
Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang Single Indentity Number (SIN) pernah diteliti oleh (Wasesa et al., 2023)
dengan menggali tentang pentingnya pemadanan NIK-NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi serta
tata cara validasinya. Penelitian ini berfokus pada pentingnya pemahaman masyarakat tentang
praktik peralihan NIK-NPWP yang nantinya akan memudahkan para wajib pajak dalam melapor
dan membayar kewajiban pajaknya. Penelitian ini menghasilkan perubahan NIK-NPWP adalah
wajib dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak serta
penyederhaan administrasi perpajakan. Selanjutnya (Pabeta et al., 2023) menelaah tentang akan
diberlakukannya penerapan Sistem Single Identity Number dimana tujuan dari penelitiannya adalah
menganalisis perkiraan pemenuhan konsep simplifikasi Single Identity Number. Hasil
penelitiannya menunjukkan Single ldentity Number dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan
mempermudah sistem administrasi perpajakan di Indonesia

Penelitian lainnya yaitu (Nur & Widodo, 2022) yang bertujuan untuk mengumpulkan
tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan
sistem Single ldentity Number. Temuan penelitian menyebutkan dengan adanya sistem tersebut
akan membantu pemerintah dalam implementasi nomor identifikasi tunggal berdasarkan teori
keadilan, kepastian, kepatuhan pajak, dan penghindaran pajak. Kemudian penelitian (Poernomo et
al., 2021) menyoroti pentingnya praktik Single Indentity Number untuk meningkatkan efisiensi
sistem perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah korupsi di Indonesia.
Penelitian ini juga menekankan tentang perlunya implementasi segera terhadap kebijakan ini serta
adanya penelitian lanjutan untuk topik ini.

Transformasi penerimaan pajak

Peningkatan penerimaan pajak penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
suatu negara (Gaspar et al., 2016). Apalagi untuk negara-negara berkembang dalam mewujudkan
tujuan pembangunan berkelanjutan (International Monetary Fund, 2018). Guna membangun
kapasitas perpajakan pengalaman negara-negara menunjukkan pentingnya reformasi kebijakan dan
administrasi perpajakan. Salah satu bentuk reformasi perpajakan adalah transformasi penerimaan
pajak. Transformasi ini bukan hanya diperuntukkan untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), namun untuk negara dan seluruh masyarakat Indonesia.
Selama empat puluh (40) tahun reformasi pajak sudah berjalan, hingga saat ini masih gagal dalam
menghadirkan rasio pajak sesuai dengan potensi fiskal negara dan kebutuhan APBN (Hariani,
2023). Penerimaan pajak negara masih rendah (Theodora, 2023).

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak
adalah melalui transaksi digital, dan juga sesuai Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang diundangkan
dalam undang-undang nomor 2 tahun 2020 (Febrianti et al., 2021). Strategi lain adalah penambahan
basis data dan penguatan teknologi (Fictor, 2021). Pada tahun 2024 langkah strategis dalam
meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan menindaklanjuti program pengungkapan sukarela
(PPS) serta menerapkan penggabungan NIK-NPWP, melakukan penguatan eksten-sifikasi pajak
serta pengawasan terarah berbasis wilayah. Selain itu perbaikan layanan perpajakan, pengolahan
data berbasis risiko dan juga menindaklanjuti interoperabilitas data pihak ketiga sebagai usaha
dalam mengoptimalkan penerpan core tax sytem juga diberlakukan. Dari segi penegakan hukum
juga dilakukan transformasi yaitu pemanfaatan digital forensik, selain itu pemberian insentif fiskal
akan dilakukan semakin terarah dan terukur dalam mendorong iklim investasi dan transformasi
ekonomi (Purwowidhu, 2023).

Single Identity Number

Di Amerika Serikat single Identity Number, sudah dikenal dengan istilah Social Security
Number. Hal ini mirip dengan single Identity Number yang akan berlaku di Indonesia. Single
Identity Number (SIN) merupakan sebuah identitas unik yang dimiliki setiap individu. Identitas
tersebut memuat berbagai informasi tentang individu tersebut misalnya, informasi diri, data

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative
BY NG Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 1030



Owner: Riset & Jurnal Akuntansi

e —ISSN :2548-9224 | p—ISSN : 2548-7507 OW n e r
Volume 8 Nomor 2, April 2024 RISET & JURNAL AKUNTANSI
DOl : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2158

keluarga, kepemilikan aset dan lain-lainnya.Oleh karena itu, SIN dapat dikatakan mengakomodir
data individu tentang keuangan dan non keuangan. dengan adanya SIN semua data dapat diperoleh
dalam sekali akses (Andry, 2023). Dengan kata lain setiap wajib pajak akan diberikan nomor unik
yang berlaku secara nasional dan tetap melekat pada wajib pajak meskipun terjadi perpindahan
alamat. Perubahan hanya terjadi pada kode Kantor Pajak (KPP) tempat terdaftarnya. Nomor Kode
KPP ini ditambahkan di belakang nomor unik (Ngwato, 2012).

Terdapat sejumlah Kkarakteristik Single ldentity Number diantaranya adalah unik, tidak
bersifat ganda, terstandar, struktur identitas secara nasional sama, lengkap, data bersifat nasional,
permanen, terintegrasi, dan apabila diterapkan pada perpajakan maka pemantauan terhadap wajib
pajak akan lebih mudah. Pada dasarnya Single Identity Number diperuntukkan untuk meningkatkan
dan efisiensi pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat. pengembangan ini sejalan dengan
e-government yang sejalan dengan Inpres No. 3/2003 dan Berdasarkan Keppres No0.72/2004
tentang Single Identity Number (SIN). Kata lain dari SIN dalam Bahasa Indonesia dikenal juga
dengan istilah Nomor Induk Nasional (NIN) (Siregar, 2017).

METODE

Paradigma penelitian ini menggunakan kualitatif interpretif, dimana penelitian ini mencoba
untuk memahami penggunaan Single Identity Number (SIN) dalam konteks perluasan basis data
untuk meningkatkan penerimaan pajak secara efisien. Diawali dengan masalah antara target dan
penerimaan pajak tidak sesuai, serta usaha untuk reformasi perpajakan yang telah memasuki usia
40 tahun, namun hingga kini belum mencapai hasil yang maksimum, meskipun upaya-upaya telah
dilakukan. Penelitian ini mencoba memahami dan memaknai upaya digitaliasi oleh pemerintah
dengan menggunakan Single Identity Number (SIN) sebagai basis data perpajakan. Teori yang
dikaitkan untuk menguatkan penggunaan Single Identity Number (SIN) adalah Teori keadilan
prosedural atau Procedural Justice Theory (Thibaut & Walker, 1975) yang mana penerapan
prosedur yang adil pada seseorang akan cenderung mengarah pada hasil yang lebih adil. dimana
penerapan Single Identity Number (SIN) harus mencerminkan keadilan tersebut. Kemudian Teori
perilaku terencana atau Theory of Planned behavior (Ajzen, 1991) yang merupakan pengembangan
dari teori perilaku beralasan atau The Theory of Reasoned Action. Teori ini menunjukkan bahwa
individu memiliki kontrol penuh atas perilaku mereka dan pilihan-pilihan yang mereka ambil hanya
sesuai dengan keinginan atau niat dari individu tersebut. Maka Single Identity Number (SIN) harus
dapat sebagai pengontrol perilaku masyarakat agar proses transformasi ini berjalan dengan baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Literature Review, dimana artikel ini berusaha
mengidentifikasi potensi sistem Single Indentity Number (SIN) dalam memperluas basis data
perpajakan guna meningkatkan efisiensi penerimaan pajak. Literatur Review merupakan
metodologi penelitian yang mempunyai tujuan mengumpulkan dan mensarikan penelitian-
penelitian terdahulu kemudian di analisis. Literatur Review mempunyai peran sebagai dasar bagi
berbagai penelitian karena memberikan pemahaman terhadap perkembangan pengetahuan, sumber
stimulus pembuat kebijakan, menciptakan ide baru yang berguna bagi penelitian lanjutan (Snyder,
2019)

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari artikel-artikel yang mengacu kepada topik
penelitian mulai dari jurnal, buku, working paper, proseeding, maupun informasi dari web
perpajakan dan web pendukung lainnya yang dapat mendukung sintesis penelitian. Data
dikumpulkan kemudian di gambarkan dalam bentuk bagan sehingga menghasilkan potensi sistem
Single Indentity Number (SIN) yang terstruktur. Berdasarkan bagan tersebut dipahami, di analisis
dan ditarik kesimpulan untuk merangkum potensi sistem SIN dalam memperluas basis data
perpajakan untuk meningkatkan efisiensi penerimaan pajak.

HASIL
Mengacu kepada beberapa hasil penelitian dan sumber pendukung lain yang membahas
tentang penerapan sistem Single Indentity Number (SIN) maka kesiapaan penerapan SIN dapat
ditinjau dari beberapa aspek yaitu hukum, infrastruktur teknologi, kesiapan masyarakat, dan
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keamanan data. Peninjauan tersebut digambarkan pada bagan berikut:

— Hukum UU KUP, UU No. 7 tahun 2021 pasal 2 ayat 10

Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP),
integrasi sistem, database

= Infrastruktur teknologi

Kesiapan Sistem Single Indentity

Number (SIN)

— kesiapan masyarakat sosialisasi, integrasi NIK-NPWP

Patch aplikasi, update security tool berkala,
security tools berlapis

— keamanan data

Sumber: dirangkum dari berbagai hasil penelitian dan sumber pendukung lainnya (2023)
Gambar 1. Kesiapan Sistem Single Identity Number (SIN)

Dari segi hukum: apabila diterapkan SIN maka dapat memonitor terjadinya pelanggaran
perpajakan menjadi lebih mudah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa SIN membantu dalam
penegakan hukum. Salah satu penyebab penerimaan pajak Indonesia tidak maksimal adalah adanya
tindakan tax evasion yaitu megurangi jumlah pajak yang dibayar atau tidak membayar pajak sama
sekali menggunakan cara-cara yang tidak legal. Upaya-upaya tersebut bisa dalam bentuk
korupsi/kecurangan yang dilakukan secara sadar (Billa et al., 2020). Payung hukum
dilaksanakannya SIN mengacu kepada UU KUP pasal 35A undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang kewajiban instansi pemerintah, Lembaga asosiasi dan pihak lain wajib memberikan data
dan informasi terkait perpajakan kepada otoritas pajak (Mediaindonesia.com, 2021). Selanjutnya
UU No. 7 tahun 2021 pasal 2 ayat 10 tentang pemberian data dalam rangka integrasi basis data
kependudukan dengan basis data perpajakan (Undang-Undang Nomor 7, 2021).

Infrastruktur teknologi: otoritas pajak selalu berbenah misalnya dalam teknologi informasi
dan basis data yaitu pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) (Hofir et al., 2021),
Selain itu perbaikan infrastruktur pajak massif dilakukan agar dapat memberikan pelayan yang
maksimal kepada masyarakat (Alamsyah & Saragih, 2023). Proses integrasi sistem NIK-NPWP
juga sedang berlangsung, menurut data per 22 November 2023 jumlah integrasi sudah mencapai
82,42% hal ini akan terus dilakukan hingga akhir desember 2023 dan rampung 100% (Rachman,
2023).

Kesiapan masyarakat: DJP secara gencar mengkampanyekan sosialisasi NIK-NPWP, baik
secara daring melalui media sosial maupun secara offline atau surat edaran ke instansi-instansi,
kegiatan ini juga dibantu oleh akademisi melalui pengabdian masyarakat diantaranya (F. Firdaus et
al., 2023; Indriani et al., 2023; Sari et al., 2023), dimana tujuannya adalah untuk mengedukasi
masyarakat tentang penggabungan NIK-NPWP. Rata-rata hasil yang diperoleh dari program
sosialisasi tersebut adalah terciptanya pemahaman masyarakat terhadap program ini.

Keamanan data: peristiwa kebocoran data sangat rentan di Indonesia, banyak kasus
kebocoran data yang telah terjadi, maka masalah ini adalah masalah yang paling sensitif yang
menjadi salah satu keengganan masyarakat. pihak DJP melalui staf ahli Bidang Peraturan dan
Penegakkan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengklaim telah menerapkan protocol keamanan yang
baik untuk program ini dibuktikan dengan memastikan bahwa patch untuk aplikasi dan security
tools harus selalu up to date, selain itu protokol keamanan, seperti 1ISO 27001 dijalankan secara
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disiplin, selanjutnya secara berkala dilakukan penetration test atau tes penetrasi untuk semua
aplikasi terutama aplikasi yang baru dirilis, kemudian DJP menerapkan security tools secara
berlapis, dan juga meningkatkan security awareness terhadap seluruh pegawai melalui training,
surat edaran pimpinan, dan lainnya, juga senantiasa mengingatkan pegawai akan pentingnya data
security, selain itu DJP juga sudah membentuk tim khusus yang senantiasa memantau log anomali
dan pola-pola perilaku user yang menggunakan aplikasi DJP (Hadijah, 2022). Penelitian tentang
keamanan data pemadanan NIK-NPWP ini sudah sudah diteliti oleh (Baihagi, 2023; Sabili, 2023)
pada riset ini keamanan data masih menjadi sorotan. Persepsi masyarakat terhadap kerahasiaan data
pribadi sudah cukup baik hanya saja belum memadai, hal tersebut telihat dari sistem perlindungan
data di Indonesia dengan skor rerata 6,05 dari skala 10 (Delphia & K, 2021), menurut (Sabili, 2023)
teknologi blockchain menjadi salah satu solusi dalam menjaga keamanan data wajib pajak.

Selain kesiapan dari sistem Single Indentity Number (SIN) itu sendiri, kesiapan dari
pemerintah (DJP) juga harus dipertimbangkan. Kesiapan pemerintah dapat dilihat dari gambaran
bagan dibawah ini:

—lkeselarasan antar kementerian Regulasi
Tenaga Ahli (SDM) dan Kemampuan teknis SDM/kesiapan
infrastruktur penunjang infrastruktur

Pihak DJP sebagai pemberi edukasi dan
masyarakat

—1  Sosialisasi dan Edukasi

Kesiapan Pemerintah (DJP)

Administrative cost, Compliance Cost dan
anggaran

- Cost

Sumber: dirangkum dari berbagai hasil penelitian dan sumber pendukung lainnya (2023)
Gambar 2. Kesiapan Pemerintah (DJP)

Keselarasan antar kementrian: sistem SIN tidak akan berjalan apabila tidak dilakukan
pengintegrasian data dari pihak-pihak yang terlibat, untuk itu perlu adanya keselarasan agar dapat
terlaksana dengan baik. Diperlukan keselarasan antar pihak-pihak terlibat terutama kementrian
dalam negeri, selain itu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil)
dengan Kementerian Keuangan juga harus selaras. Untuk DJP dan Dirjen Dukcapil Kerjasama
sudah dilakukan sejak 2013 dalam pemanfaaatan data untuk wajib pajak (Alamsyah & Saragih,
2023). Pemadanan ini merupakan bagian dari usaha harmonisasi dan integrasi data antar lembaga
pemerintah untuk memperbaiki layanan publik. Pemadanan ini juga dijamin oleh Undang-undang
agar berjalan dengan baik yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Pabeta et al., 2023). Untuk integrasi diatur oleh Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil
penelitian (Tobing & Kusmono, 2022) yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun
2021 menyatakan bahwa penerapan NIK-NPWP telah memenuhi asas kesederhanaan dan
kemanfaatan dan juga berprinsip keadilan (Nur & Widodo, 2022).
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Tenaga Ahli (SDM) dan infrastruktur penunjang: Pelatihan untuk sumberdaya manusia
dalam menjalankan aplikasi tengah dilakukan, Master trainer nantinya akan disebar keseluruh
Indonesia untuk melatih second trainer yang selanjutnya akan melatih seluruh pegawai DJP dengan
target aplikasi ini akan dapat diimplementasikan secara nasional mei 2024 (D.l., 2023).
Pengembangan infrastruktur terus dilakukan, misalnya dalam pengembangan basis data pihak yang
bertanggung jawab adalah administrasi kependudukan dibawah Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri). Sebagai pencetus proyek SIN kegiatan sudah dimulai dari e-KTP. Kemudian dari
segi penyebaran, Kemendagri sudah mempunyai banyak kantor wilayah yang tersebar di seluruh
Indonesia, sehingga basis data sudah mencakup tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan tingkat
nasional (Nugraha, 2020). Sebelumnya ujicoba telah dilakukan dengan dikeluarkannya kartinl
(kartu Indonesia satu) pada tahun 2017 (Tobing & Kusmono, 2022).

Sosialisasi dan edukasi: menurut Direktur P2Humas pajak Dwi astuti, penggunaan NIK
menjadi NPWP akan dilakukan secara bertahap, DJP akan melakukan pengujian dan pembiasaan
bagi wajib pajak dalam berbagai layanan administrasi perpajakan sebagai langkah dalam
implementasi penggunaan NIK menjadi NPWP dan akan diimplementasikan secara penuh pada
pertengahn tahun 2024 (Khairizka, 2023). Hal ini karena mempertimbangkan keputusan
penyesuaian waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) dan assessment kesiapan
seluruh stakeholder terdampak seperti ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak
ketiga lainnnya) dan Wajib Pajak (Mij, 2023). Untuk sosialisasi sendiri baik dikalangan pegawai
DJP maupun masyarakat sudah dilakukan secara massif dan menyeluruh. Mulai dari sistem online
misalnya youtube official Channel Direktorat Jenderal Pajak, webinar-webinar yang diadakan DJP
maupun akademisi ataupun sosialisasi langsung, contohnya melalui pengabdian masyarakat yang
dilakukan oleh para akademisi; pojok pajak dan lain-lain. Keberhasilan sosialisasi ini juga ditandai
dengan padanan NIK-NPWP yang sudah mencapai angka 82,52% per 7 Desember 2023 atau setara
dengan 59,56 juta NIK-NPWP dimana sebanyak 55,76 juta dipadankan oleh sistem dan 3,80 juta
dipadankan oleh Wajib Pajak sendiri (Mij, 2023). Selain itu persepsi masyarakat tentang
pemadanan NIK-NPWP diantaranya adalah sangat membantu dalam memudahkan administrasi
perpajakan (Widnyaningdias, 2022) dan sudah mengetahui program NIK-NPWP tersebut (Chelsya
& Verawati, 2023).

Cost: yang perlu dicermati adalah konsekuensi diberlakukannya NIK-NPWP terhadap
naiknya biaya Administrasi, hal ini dipicu dari potensi akan naiknya jumlah wajib pajak. Namun
disi lain akan memicu turunnya biaya penegakan hukum (enforcement cost), time cost, dan
psychological cost (Alamsyah & Saragih, 2023). Selain itu compliance cost juga akan turun, karena
salah satu penyebab utama rendahnya penerimaan pajak di indonesia adalah proses administrasi
yang rumit yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk mengurus proses administrasi pajak
tersebut (Kurniasih et al., 2021). Dengan adanya SIN maka semua akan menjadi lebih mudah
(Wasesa et al., 2023). Anggaran dalam reformasi sistem administrasi perpajakan sudah dirancang
sejak keluarnya Pepres 83 tahun 2021. Anggaran ini merupakan investasi jangka panjang dimana
SIN merupakan big data yang akan terus diperbaharui dalam perkembangannya. Selain itu
anggaran finansial juga diperlukan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan (Alamsyah &
Saragih, 2023).

PEMBAHASAN
Mengacu kepada hasil penelitian di atas maka dapat ditelaah beberapa hal tentang sistem
Single Indentity Number (SIN) yang merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan
penerimaan pajak. Apabila di pandang dari konsep perluasan basis data maka dapat dijelaskan
bahwa potensi penerimaan pajak kemungkinan akan meningkat. Hal ini diperkuat dengan penelitian
sebelumnya (Ikhsan et al., 2005) menyatakan bahwa ada peluang untuk meningkatkan pendapatan
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nasional tanpa menaikkan tarif pajak, yaitu dengan meningkatkan kapasitas administrasi
perpajakan dan memperluas basis pajak. Perubahan basis pajak memiliki efek jangka panjang untuk
pendapatan pajak (Amaglobeli et al., 2022). Modernisasi perpajakan dapat berperan dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hediati & Dewi, 2021). Penerapan sistem SIN oleh
pemerintah akan membawa dampak positif bagi perpajakan Indonesia (APBN Kita, 2023). Maka
berikut adalah potensi yang akan diperolen dengan menerapkan perluasan basis pajak
menggunakan SIN dalam meningkatkan penerimaan pajak:

Kemudahan dalam mengakses informasi lebih relevan

Berdasarkan kesiapaan penerapan sistem SIN pada gambar 1 dan 2 di atas maka dapat
disimpulkan bahwa penerapan sistem SIN apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat akan
membuat proses perpajakan lebih sederhana karena wajib pajak hanya akan memiliki homor
identitas tunggal, menggunakan sistem digital yang tidak mengharuskan untuk datang dan
mengantri. keunggulan berikutnya wajib pajak akan dengan mudah mengakses informasi pajaknya
melalui platform online yang disediakan, maka dapat dikatakan digitalisasi memiliki pengaruh
terhadap kedasaran wajib pajak (Pratiwi & Sofya, 2023). Kemudahan-kemudahan ini diharapkan
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak akan kewajibannya serta
memotivasi masyarakat untuk taat pajak dalam melaporkan pajaknya (Wasesa et al., 2023).

Apabila dilihat dari sudut pandang otoritas pajak maka pengidentifikasian dan verifikasi
data wajib pajak menjadi lebih efisien dan akurat. Sistem juga dapat memberikan pemberitahuan
pajak otomatis kepada wajib pajak tentang kewajiban pajaknya. Dengan pengelolaan data pajak
yang terpusat maka data dapat diakses dan dikelola secara efisien, hal ini akan sangat memudahkan
pelaporan dan analisis data guna meningkatkan pemahaman terhadap tren pajak. Selanjutnya
transparansi dalam perpajakan akan lebih baik dan memupuk kepercayaan masyarakat terhadap
pengelolaan pajak dan alokasi dana publik. Dengan transparansi ini diharapkan tindakan
penyalahgunaan pajak dapat di minimalkan atau dihilangkan. Apabila penerapan ini benar-benar
dijalankan dengan baik akan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan aksebilitas
dan keterbukaan dalam informasi pajak dan juga meningkatkan efisiensi sistem pajak secara
menyeluruh. Dengan menggunakan big data maka Wajib Pajak tidak memiliki pilihan selain patuh
untuk membayar pajak, pada akhirnya penerimaan pajak akan membantu menaikkan tax ratio
Indonesia dengan sendirinya (Andry, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian di atas juga, dapat disarikan bahwa pemerintah mulai
berbenah berawal dari hukum, infrastruktur, kemudian sistem maupun sumberdaya manusianya.
Hal ini mencerminkan konsistensi pemerintah dalam pengelolaan pajak, bukan tidak mungkin
potensi-potensi terutama dalam akses kemudahan informasi pajak akan mensukseskan reformasi
perpajakan.

Memonitor kepatuhan wajib pajak dan mengidentifikasi kecurangan

Dengan adanya sistem SIN, diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk melacak
transaksi keuangan wajib pajak yang mencakup pendapatan, pengeluaran dan juga investasi. Dalam
hal ini otoritas pajak dapat menggunakan informasi tersebut untuk memverifikasi kepatuhan wajib
pajak. Selain itu sistem SIN juga dapat memantau potensi transaksi mencurigakan dan mengurangi
tindakan kejahatan. Selain itu otoritas pajak dapat dengan cepat memeriksa dan memverifikasi data
keuangan wajib pajak (audit). Keberhasilan pencapaian keadilan dan kemakmuran terkait erat
dengan pemberantasan korupsi secara sistematis, maka dengan tereliasisasinya sistem SIN dalam
pengelolaan pajak dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan secara otomatis dan
meningkatkan kepatuhan sukarela (Poernomo et al., 2021). Berkaca dari Estonia yang berhasil
menerapkan SIN pajak dengan menyoroti pentingnya identifikasi digital, lapisan pertukaran data
terdesentralisasi, serta pengembangan aplikasi (Vassil, 2016).

Dengan kemudahan yang ada terhadap pemantauan kepatuhan wajib pajak, sistem SIN
dapat memberikan sanksi pajak yang sesuai kepada wajib pajak yang mangkir. Namun harus
dipahami otoritas pajak haruslah memperhatikan keamanan data dan privasi wajib pajak serta
mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Transparansi serta komunikasi yang baik kepada
masyarakat menjadi kunci untuk menghindari kekhawatiran terhadap pelanggaran privasi dan
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penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Pajak di Indonesia, terdapat ketentuan
yang jelas mengenai kerahasiaan wajib pajak yaitu pasal 34 ayat 1 UU nomor 6 tahun 1983 yang
menyebutkan bahwa “setiap pejabat dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilarang untuk
mengungkapkan atau memberitahukan kepada pihak ketiga, selain pejabat yang berwenang,
tentang segala sesuatu yang menjadi kepentingan wajib pajak dan wajib pungut, kecuali sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Salah satu aspek yang tidak boleh
diabaikan meskipun SIN sudah berlaku adalah aspek kerahasiaan wajib pajak. Wajib pajak harus
merasa aman dalam memberikan data pribadinya kepada otoritas pajak (Advianto, 2018).

Menambah basis data pajak yang lebih akurat

Penerapan SIN dapat menambah basis data pajak lebih akurat karena kurangnya basis data
yang dimiliki oleh DJP menimbulkan permasalahan yaitu tingginya perbedaan potensi pajak atau
tax gap (Putri & Kurniawan, 2022). Solusi yang ditawarkan oleh SIN adalah peningkatan akurasi
basis data pajak yang lebih akurat, dimana dapat ditinjau dari berkurangnya duplikasi atau
kesalahan dalam penginputan basis data; mempermudah terhadap pelacakan dan pemutakhiran
data; integrasi data ini dapat melacak data keuangan, transaksi serta kepemilikan asset; sebagai
fasilitator pemantauan transaksi secara realtime; update data berkesinambungan meningkatkan
tingkat akurasi database; mengurangi human error, mendeteksi pelanggran perpajakan; membuat
peramalan penerimaan pajak yang lebih akurat guna membantu perencanaan anggaran serta
penggunaan sumberdaya yang lebih efisien. Dengan penerapan SIN dapat memudahkan
pengumpulan data wajib pajak. Sinergi antara wajib pajak dan otoritas pajak menjadi dasar dalam
upaya meningkatkan kepatuhan pajak (Widnyaningdias et al., 2022).

KESIMPULAN

Potensi sistem Single Indentity Number (SIN) sebagai salah satu perluasan basis pajak
dalam meningkatkan efisiensi penerimaan pajak yaitu dengan penerapan sistem SIN maka
berpeluang meningkatkan pendapatan nasional yang dapat diperoleh dari perluasan basis pajak ini;
adanya modernisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan manfaat
yang signifikan dalam mengakses informasi perpajakan dengan lebih mudah; penerapan ini juga
akan memaksa wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya, namun dengan seiiring
berjalannya waktu kesadaran wajib pajak akan terbentuk dengan sendirinya; SIN dapat digunakan
untuk melacak transaksi keuangan wajib pajak, memverifakasi kepatuhan dan memantau transaksi
mencurigakan; SIN dapat menjadi alat mengurangi tindakan korupsi; SIN mengumpulkan basis
data yang lebih akurat; namun penerapan SIN juga tetap harus memperhatikan keamanan data dan
juga menjaga privasi wajib pajak. Dengan demikian, penerapan SIN memiliki potensi besar dalam
meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memberikan dampak
positif pada sistem perpajakan Indonesia kedepannya.
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